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PUTUSA AN
Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,

pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten
Kotabaru, sebagai Pemohon;
melawan
Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman
Kabupaten Kotabaru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08
Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kotabaru, register nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 08 Januari 2019
telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan
uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru
(Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 11 Juli 2016 );
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Cantung
Kanan, RT.02, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru selama 1
tahun, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat
tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Malangkaian,
Desa Cantung Kanan, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru.
Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan
belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan dan faktor
penyebab utama adalah karena Termohon selalu melawan ketika
dinasehati dan berkata kasar kepada Pemohon, bahkan dengan
orangtua Termohon sendiri, Selain faktor penyebab utama tersebut
juga disebabkan Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon
sebagai suami, Termohon suka keluar malam tanpa ijin suami dan
tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September
2018, sehingga tidak ada lagi kenyamanan antara Pemohon dan
Termohon, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon
pergi meninggalkan Termohon ke tempat kerja Pemohon;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak
suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon
dengan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi
sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 6 bulan
lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan
Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan
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Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki
harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk
membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang
sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan
demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kotabaru Cqg. Majelis Hakim dapat menerima,
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil
Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Kotabaru;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan
Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di
persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan pihak
berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan
membina kembali rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;
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Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang untuk
dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat
permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat
didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di
muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxx,
tanggal 27-11-2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup,
telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua
Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Hampang, Kabupaten Kotabaru Nomor : xxxxx, tanggal 11 Juli 2016,
fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan
aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf
dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain surat-surat bukti di atas, Pemohon juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Xxxxx, umur 66 tahun, agama lIslam, pendidikan SGB, pekerjaan
Mendulang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di
bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Paman Pemohon,

dan juga kenal dengan Termohon,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami
istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di
Desa Cantung, Kecamantan Hampang, Kabupaten Kotabaru, dan
setelah itu tinggal berpindah-pindah, dan terakhir bertempat tinggal
di Malangkain, Desa Cantung, Kecamatan Hampang, Kabupaten
Kotabaru;

- Bahwa, setahu saya kondisi rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan
Agustus tahun 2018 yaitu sebelum hari raya haji tahun 1439 Hijriah,
rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran;

- Bahwa, Saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, setahu saya penyebab pertengkaran dan perselisihan
antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin
hubungan dengan laki-laki lain, namun Saksi tidak tahu siapa hama
laki-laki tersebut;

- Bahwa, Saksi hanya mendengar dari cerita teman-teman Saksi
bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa, selain itu Termohon bersifat bandel, sukar untuk dinasihati
dan ingin menang sendiri;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
kurang lebih 7 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa, setelah berpisah, Pemohon dan Termohon pernah rukun
dan kumpul kembali berumah tangga;

- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak
saling mengunjungi;

- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
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2. xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Mendulang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di
bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Teman Kerja
Pemohon, dan juga kenal dengan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami
istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di
Desa Cantung, Kecamantan Hampang, Kabupaten Kotabaru, dan
setelah itu tinggal berpindah-pindah, dan terakhir bertempat tinggal
di Malangkain, Desa Cantung, Kecamatan Hampang, Kabupaten
Kotabaru;

- Bahwa, setahu Saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan
Agustus tahun 2018 Masehi yaitu sebelum hari raya haji tahun 1439
Hijriah, rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi,
karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, Saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, setahu Saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan
antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap kasar,
keras kepala dan tidak mau dinasihati, dan Pemohon pernah mau
menghubungi teman kerjanya seorang laki-laki, dan meminta nomor
telepon kepada Saksi, dan setelah Saksi kasih nomor telepon
tersebut, dan setelah dihubungi yang mengangkat saudara
perempuan teman kerja Pemohon, dan Termohon pada saat itu
langsung marah-marah kepada Pemohon karena yang mengangkat
telepon tersebut adalah perempuan bukan laki-laki;
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- Bahwa, selain itu Termohon sering pergi main keluar dan keluyuran
pada saat Pemohon pergi bekerja;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
kurang lebih 7 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama adalah Pemohon;

- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak
saling mengunjungi;

- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan mencukupkan

pembuktiannya;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya
mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang
merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap sendiri di
persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-
bukti seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah
berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati
Pemohon, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki
oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
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tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri
oleh pihak Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan
oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor
01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak
layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di samping Termohon tidak pernah hadir
menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-
dalil permohonan Pemohon meskipun berdasarkan relaas panggilan,
Termohon telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat
dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Termohon
dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon
dan Termohon kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil
permohonan Pemohon dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149
R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli
hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang
terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur’an, juz 11, Hal. 405 yang berbunyi :

1) oY pllb 569 i ol proluall PS> yo S ] (585 0o

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam

persidangan  sedangkan orang tersebut tidak
memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang
dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur’an Il : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-
8
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Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan
menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon
tentang domisili Termohon dan relaas Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Ktb untuk
Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan
Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, maka
terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum
antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon
serta keterangannya di persidangan bahwa antara Pemohon dan
Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juli 2016,
oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum
sebagai suami istri, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, namun karena permohonan Pemohon dalam perkara ini
adalah masalah perceraian, karenanya Majelis Hakim masih memandang
perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah bukti otentik dan
menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima
sebagai bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum
Pengadilan Agama Kotabaru, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi
Pengadilan Agama Kotabaru, karenanya formal dapat diterima untuk
diperiksa dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di
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Indonesia, maka harus dinyatakan terbukti pula bahwa antara Pemohon
dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah
bercerai oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk
mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan dan faktor
penyebab utama adalah karena Termohon selalu melawan ketika
dinasehati dan berkata kasar kepada Pemohon, bahkan dengan orangtua
Termohon sendiri, Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan
Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami,
Termohon suka keluar malam tanpa ijin suami dan tanpa alas an yang
jelas;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi
pada September 2018, sehingga tidak ada lagi kenyamanan antara
Pemohon dan Termohon, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut,
Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke tempat kerja Pemohon dan
akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi
kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon
pisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami
istri hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya. Pihak keluarga telah
menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali,
akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon dalam
perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, yakni antara suami istri sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah

tangga;
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Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang
menghadap di persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa
Termohon tidak berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak
keperdataannya dan Termohon dianggap mengakui dalil permohonan
Pemohon, karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 283 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Majelis
Hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya antara
Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Termohon sukar untuk dinasihati dan ingin menang sendiri;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya
lebih dari 7 (tujuh) bulan terakhir, sampai saat ini Pemohon dan Termohon
tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon
dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai
bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatan yang dilakukan dalam
setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan
Termohon. Berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk
menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan
Termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan
lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan
Termohon sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan
lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah
pecah (broken marriage) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan
justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratan
dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya
akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing
pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik
bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan
kaidah fikih yang berbunyi:
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indbandl cd> (e pado awlaoll <50
Artinya: “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada
mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

RI Nomor : 09 K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, bahwa Hakim

berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara

Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan

kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon ;

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Bagarah, ayat 227, yang

berbunyi :

odle o alll L5 GMall 90,6 0l
Artinya : “Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan
hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam
perkara ini beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya permohonan Pemohon
patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana
tersebut dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;
Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara’

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Kotabaru;

4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 1.591.000,00 (satu juta lima
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Hj.
Aslamiah, S.Ag., M.H., selaku Ketua Majelis, Achmad Sya'rani, S.H.l.,
dan Adriansyah, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.
Ketua Majelis,
Ttd
Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.
Hakim — Hakim Anggota,
Ttd Ttd
Achmad Sya'rani, S.H.l. Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd
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H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.
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